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BAB IV
PENUTUP

4.1. Simpulan

4.1.1. Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat mengikat umum (orga omnes),
maka kekuatan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut sama dengan
kekuatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu putusan
pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap mempunyai
kekuatan sebagai berikut: 1) kekuatan mengikat; 2) kekuatan pembuktian; dan
3) kekuatan eksekutorial.

4.1.2. Bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara
yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) menurut Pasal 116
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dapat dikenai sanksi: 1) Membayar uang paksa (dwangsom) yang besarannya
ditentukan dalam putusan dan pembayarannya dibebankan kepada keuangan
pemerintah secara institusional, bukan keuangan pribadi pejabat yang
bersangkutan; 2) Dikenai sanksi administratif sedang berupa pembayaran uang
paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-
hak jabatan atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan
yang dijatuhkan oleh pejabat atasan; dan/atau 3) Nama pejabat pemerintahan
yang bersangkutan diumumkan oleh panitera pengadilan tata usaha negara di

media massa (publikasi) tempat kedudukan tergugat atau di wilayah hukum
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(yurisdiksi) pengadilan tata usaha negara yang mengadili perkara para pihak.
Pengumuman tersebut dilaksanakan manakala pejabat tata usaha negara yang
dikenai kewajiban dalam putusan, tetap tidak mengindahkan perintah ketua
pengadilan tata usaha negara untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebelum dijatuhkannya upaya paksa

berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif.

4.2. Saran

1. Untuk menjaga wibawa pengadilan tata usaha negara agar putusan pengadilan tata
usaha negara yang bersifat condemnatoir dan mengikat umum (erga omnes)
dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat tata usaha negara,
perlu diadakan perubahan terhadap Pasal 116 Undang-undang Peradilan Tata
Usaha Negara dengan mecantumkan ketentuan mengenai pemberlakuan secara
mutatis mutandis hukum acara perdata dalam hal pembayaran uang paksa
(dwangsom) dan perlu menambahkan pasal penghinaan terhadap lembaga
peradilan (contemp of court) agar kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap
putusan pengadilan lebih tinggi sebagaimana di negara Thailand.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama-sama dengan
Presiden, perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang Administrasi
Pemerintahan dengan mencantumkan sanksi pidana bagi pejabat pemerintahan

yang mengabaikan atau melalaikan kewajiban hukumnya.



